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RINGKASAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang

berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan

undang-undang. Indonesia dikenal dengan negara maritime, hal ini dapat dikatakan

demikian karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dan sebagian besar

perbatasan-perbatasan Indonesia dengan negara lain dibatasi dengan wilayah laut

Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan posisi yang sangat

strategis. Terletak di antara dua benua dan dua samudra. Luas kepulauan Indonesia

adalah 9,8 juta km² (seluruh wilayah Indonesia), dan luas wilayah lautnya 7,9 juta

km².

Wilayah posisi laut Indonesia yang strategis inilah yang meyebabkan

Indonesia mempunyai peranan peting dalam lalu lintas laut, tetapi posisi seperti ini di

samping menguntungkan juga membahayakan bagi negara, baik dalam bidang sosial

ekonomi, kebudayaan, maupun pertahanan dan keamanan. Hal ini dapat diliat dengan

adanya banyak pelanggaran perbatasan wilayah laut yang telah terjadi diwilayah

perairan Indonesia terutama pada wilayah ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)

yang telah diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun

1945.

Permasalahan perbatasan yang sering terjadi di wilayah perairan Indonesia

sangat banyak macamnya dan kompleks. Permasalahan yang terjadi bisa tentang

permasalahan perikanan, garis batas, dan lain-lainnya. Permasalahan yang dapat kita

ambil contoh yaitu, permasalahan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah

perbatasan laut Indonesia (Perairan Zona Ekonomi Eksekutif Indonesia (ZEEI) Selat

Malaka )yang dilakukan oleh Malaysia. Kedua kapal Malaysia yang masing-masing

berawak lima orang berkewarganegaraan Thailand ditangkap di Wilayah Pengelolaan

Perikanan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa 2 kapal

milik warga negara Malaysia tersebut telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (b)

Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Jo pasal 92 Undang-
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undang Negara Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Jo pasal 93 ayat (2) Undang-

undang Negara Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Jo pasal 86 ayat (1) Undang-

undang Negara Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas

Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Hal tersebut juga dapat dibuktikan bahwa kapal milik Malaysia tersebut ditangkap

oleh pihak berwajib negara Indonesia di posisi 04 derajat 35`02" N/099 derajat

24`01" E dengan nahkoda berinisial KLA (KM KF 5325 GT 75,80). Sedangkan kapal

lainnya ditangkap pada posisi 04 derajat 40`50" N/099 derajat 25`00" E dengan

nahkoda berinisial NHOI (KM. KF 5195 GT 63,80). Keduanya ditangkap karena

tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan

Ikan (SIPI) dari pemerintah RI serta penggunaan alat tangkap terlarang Trawl (Pukat

Harimau). Namun terlepas dari permasalahan penangkapan ikan tersebut, seyogyanya

seluruh permasalahan yang ada di daerah wilayah perairan Indonesia haruslah

menjadi sorotan pemerintah Indonesia dan dapat diselesaikan secara tegas.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih

lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Indonesia

Dalam Penegakan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Di Wilayah Negara

Republik Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional”.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: bagaimanakah kebijakan

pemerintah Indonesia dalam penegakan Hukum ZEE diwilayah laut Indonesia dilihat

dari perspektif Hukum Internasional, serta bagaimanakah perlindungan hukum

wilayah laut Republik Indonesia dalam penegakan Hukum ZEE apabila terjadi

pelanggaran dalam wilayah hukum laut tersebut. Adapun penulisan skripsi ini

bertujuan untuk memahami kebijakan pemerintah Indonesia dalam penegakan

Hukum ZEE diwilayah laut Indonesia dilihat dari perspektif Hukum Internasional,

serta untuk mengetahui perlindungan hukum wilayah laut Republik Indonesiaa dalam

penegakan Hukum ZEE apabila terjadi pelanggaran dalam wilayah hukum laut

tersebut. Sedangkan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

metode yuridis normatif (legal research) dengan pendekatan masalah melalui
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pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual

(Conceptual Approach) dan pendekatan asas-asas hukum (legal principle approach),

dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum

kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan Skripsi ini adalah: pertama,

Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri dalam menangani

masalah-masalah yang timbul dalam wilayah perbatasan Indonesia. Kebijakan-

kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintahan Indonesia, seperti :

1) Melakukan kerjasama dengan negara lain atau negara-negara tetangga,

2) Membentuk peraturan-peraturan yang melindungi wilayah laut

Indonesia

Kedua, Indonesia dan seluruh negara didunia telah tunduk pada Konvensi PBB

tahun 1982 (UNCLOS), dimana Negara Indonesia telah meratifikasi UNCLOS

melalui UU No. 17 Tahun 1985. Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan-

peraturan untuk melindungi wilayah batas Negara Kesatuan Republik Indonesia,

dimana peraturan yang dibuat ini mengikat bagi warga negara Indonesia maupun

dengan warga negara lain. Peraturan yang tercipta ini telah disesuaikan dengan

peraturan PBB sehingga dapat dipastikan dapat melindungi wilayah Indonesia,

peraturan yang dibuat oleh Indonesia contohnya seperti : Undang-undang Negara

Republik Indonesia No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, Undang-undang

Negara Republik Indonesia No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional,

Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah

Negara Republik Indonesia, Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 45

Tahun 2009 Tentang Perikanan, Keppres No. 21 Tahun 1972 Tentang Pemerintah

Indonesia dengan Pemerintah Thailand.

Saran-saran yang dapat diberikan adalah dalam rangka untuk mengutamakan

perlindungan hukum bagi wilayah batas laut negara Indonesia lebih bijaksana untuk

memperbarui kerjasama dengan negara tetangga dan peraturan-peraturan yang ada.
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Namun diluar dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia

tersebut, seyogyanya pemerintah Republik Indonesia lebih mengutamakan ketegasan

sikap untuk mengatasi permasalahan agar tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran

hukum yang dapat terjadi di wilayah laut Indonesia dan negara Republik Indonesia

tidak diremehkan oleh negara-negara lain atau negara-negara tetangga.
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